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DPRD Minta

Gubernur Serius

W Dua Kali Tunda Penyampaian KUA PPAS

PONTIANAK, TRIBUN -
Pembahasan dokumen Ke-
bijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Ang-
garan Sementara (PPAS) Pe-

Kami mintalah, = Terlambatnya =

merintah Provinsi Kalbar dua i
it I artinya dalam penyusunan |
diagendakan pihak Badan aspek aspek | KUA PPAS

Musyawarah (Bamus) DPRD

o Ko Pk LoD ini gubernur | kemarin kare-

_pun meminia Gubemur Kl _ jangan mau dia  na sekitar satu
B I Serfus eyt W sendiri saja. | minggu kita
merupakan pedoman dalam -~ Sudah banyak hal yang ‘melaksana STQ Nasional di
penyusunan APBD 2020 ber- buk ki I 7 P k I
dasarkan Rencana Kerja - DUKan prestasi, kita malu ontianak, semua persone
e Is)ye;erah (nggnig:; sebagai partai pengusung. | konsentrasi ke acara itu.
Pembangunan. Subhan Nur | - Ria Norsan

Ini persoalan serius, sudah - ; Anggota DPRD Kalbar I Wakil Gubernur Kalbar

dua kali ditunda. Padahal kita

sudah masukan ke Badan kata untuk membuat suatu ucap Anggota DPRD Kalbar Rabu (10/7]

Musyawarah (Banmus), tolong  hubungan yang harmonis an-  yang juga politisi Nasdem, Menurutnya dua kali pem-

kita juga dihargai dalam arti tara legislatif dan eksekutif,” Subhan Nur diruang kerjanya, batalan penyampaian KUA
PPAS oleh
gubernur ke
DPRD sangat
disayangkan.
Bahkan Sub-
han menegas-
kan peristiwa
ini adalah

B Bersambung
ke hal. 11

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
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DPRD Minta Gubernur Serius

‘preseden’ buruk bagi daerah,
padahal Permendagri jelas te-
lah mengatur hal tersebut.

“Kita minta gubernur dan
jajarannya seriuslah terhadap
hal ini. Alasan penundaan ti-
dak masuk akal, masa kare-
na kegiatan Seleksi Tilawatil
Quran (STQ) kemarin. Kalau
hanya alasannya itu jadi lucu,
inil . »

Subhan menjelaskan bah-
wa berdasarkan aturan yang
ada, minggu pertama Juli ini
KUA PPAS harus disampai-
kan pada DPRD.

“Banmus akan menjad-

walkan kembali, kita sudah

menjadwalkan dua kali. Nah
ini kan sudah dijadwalakan
Banmus lewat Paripurna.
Itukan gubernur meminta

penundaan dua kali sudah,””

tambahnya.
Sesuai Permendagri ditegas-
kan Subhan, KUA PPAS harus

pekan pertama disampaikan

pada kepala daerah dari Ketua

Tim Anggaran Daerah. :
Pada penjadwalan ketiga ini,

Subhan minta agar pemba-

hasan dan penyusunan KUA
PPAS sudah rampung dan siap
dilanjutkan di DPRD sesuai de--
ngan mekanisme yang ada.
“Kami sudah sampaikan
agar Wakil Gubernur menyam-
paikan kepada gubernur. Ini
memperngaruhi penyusunan
Rencana Kerja Anggara (RKA)
pada OPD nantinya kalau te-
rus terlambat,” ujarnya.
Sebab KUA PPAS, tan-
dasnya adalah acuan dalam
menyusun APBD, sehingga
harus cepat dirampungkan.
Akibat persoalan ini, dise-
but Subhan, menunjukan
aspek hubungan dewan de-
ngan gubernur kurang baik.
“Kami mintalah, artinya
dalam aspek aspek ini gu-
bernur jangan mau dia sen-
diri saja. Sudah banyak hal
yang bukan prestasi, kita
malu sebagai partai pengu-
sung. Kita minta harus ada
hubungan yang harmonis
yang harus dijalin antara ek-
sekutif dan legislatif. Kami
dari partai pengusung tetap
menjalankan sebagai fungsi

kontrol,” tukas politisi asal
Sambas ini.

Selain itu, Subhan juga
menyinggung masalah Kal-
bar yang mendapat predikat
Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) dari BPK RI. Menurut-
nya Kalbar sudah enam ta-
hun WTP, namun dibawah
kepemimpinan Midji-Norsan
malah mendapat WDP.

“Tahun ini kita dapat
WDP, artinyakan ada pe-
nurunan prestasi. Apapun
alasan atau komitmen yang
dibuat gubernur tentang
BPK, yang jelas bahwa WDP
itukan satu keputusan in-
stitusi pengawas dan audit
yang ditunjuk oleh negara.
Oleh sebab itu kita minta,
dari aspek aspek ini, gu-
bernur pun harus hadirlah
dalam pembahasan KUA

"PPAS,” tandas Subhan.

' Menanggapi kekecewa-

Sambungan Hal.9

dua kali memang ditunda.

“Memang kita sudah dua
kali dijadwalkan oleh Bamus
untuk penyampaian KUA
PPAS, namun dibatalkan,”
ucap Norsan usai Paripurna
terkait tanggapan akhir ke-
pala daerah terhadap pan-
dangan umum fraksi tentang
Raperda Ketenagakerjaan
dan Pelestarian, Pengelolaan
Cagar Budaya, Rabu (10/7).

Norsan menyampaikan
alasan bahwa keterlambatan
penyusunan KUA PPAS oleh
pihak eksekutif karena benar-
benar sibuk dengan agenda
nasional, yaitu STQ. “Ter-
lambatnya penyusunan KUA
PPAS kemarin karena sekitar
satu minggu kita melaksana
STQ Nasional di Pontianak,
sehingga semua personel ber-
konsentrasi pada acara terse-
but,” ucapnya.

Ia memastikan bahwa,

an pihak DPRD, Wakil Gu- Selasa (10/7), penyusunan

bernur Kalbar, Ria Norsan
mengakui bahwa agenda
yang buat Badan Musyawa-
rah (Bamus) DPRD sebanyak

KUA PPAS sudah tuntas,
dan akan dijadwalkan paling
lama 15 Juli bisa disampai-
kan pada DPRD. (oni)
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